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Keywords: Abstract: Penelitian ini bertujuan mengurai bagaimana praktik adat
Adat Ciptagelar, Kasepuhan Ciptagelar membangun ketahanan pangan berkelanjutan dan
Ketahanan pangan,  berfungsi sebagai soft power pertahanan non-tradisional, serta
Soft power mengidentifikasi celah kebijakan pertahanan-pertanian yang perlu diisi.
pertahanan, Metode yang digunakan adalah Realist Review dengan analisis konteks-
Realist review, mekanisme-outcome (CMO) melalui empat tahapan RAMESES:
Mekanisme CMO. penyusunan program theory, pencarian dan seleksi literatur, ekstraksi

data, dan thematic coding. Hasil utama menunjukkan empat mekanisme
inti ritual panen sesuai siklus alam, sistem leuit komunal, diversifikasi
non-monokultur, dan integrasi agroekologi yang secara signifikan
meningkatkan resiliensi komunitas, mengonservasi varietas lokal,
mengurangi ketergantungan impor, dan memperkuat kohesi sosial.
Temuan ini menegaskan perlunya pengakuan formal struktur adat dalam
regulasi nasional, termasuk revisi UU No18/2012 dan Perpres
No 81/2024, serta Peraturan Bersama Kementan-Kemendagri-
Kemenhan agar desa adat diinstitusionalisasi sebagai garda terdepan
pertahanan pangan hingga 2030.

Pendahuluan

Indonesia saat ini menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin
kompleks. Meskipun produksi beras nasional mencapai 34 jtton pada 2023 (rasio
produksi: konsumsi 95,2 %) dan bahkan diproyeksi mencapai 13,95 jt ton pada periode
Januari-April 2025 nilai tertinggi dalam tujuh tahun terakhir defisit pangan masih
menghantui berbagai wilayah di nusantara, dipicu oleh inflasi pangan sebesar 1,57 %
pada 2024 dan cadangan beras nasional yang tinggal 3,1 jt ton (Suryana, 2014). Dalam
Undang-Undang RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan kedaulatan pangan
sebagai hak setiap warga negara dan menempatkan pangan sebagai sektor strategis
dalam pembangunan nasional (Undang-Undang RI, 2012). Laporan Global Hunger Index
(GHI) 2021 mengungkapkan bahwa sekitar 50 negara di dunia menghadapi tingkat
kelaparan yang serius. Pada tahun 2020, sekitar 2,4 miliar orang dilaporkan kehilangan

akses terhadap makanan bergizi. Artinya, sebagian besar penduduk mengalami kelaparan
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(Ghaedi, 2021; Harahap, 2021; Reuters, 2025). Oleh karena itu, ketersediaan dan
aksesibilitas pangan menjadi isu yang tidak akan pernah lepas dalam wacana ketahanan
pangan. Ketahanan pangan didefinisikan oleh Food and Agricultural Organization (FAO)
sebagai “Ketahanan pangan terjadi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik
dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi
kebutuhan diet dan preferensi pangan mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat”
(Molotoks et al., 2021; Suharyanto, 2011). Dalam Peraturan Presiden No 81 Tahun 2024
tentang Penguatan Sistem Pangan Nasional mengamanatkan sinergi antar-kementerian
untuk meningkatkan cadangan dan distribusi pangan strategis (Perpres RI, 2024).
Ketidakpastian pasokan ini tidak hanya berdampak pada aspek kesejahteraan sosial,
tetapi juga menimbulkan risiko terhadap stabilitas nasional dan keamanan, karena
kerawanan pangan dapat memicu konflik lokal serta merongrong fondasi pertahanan
negara. Dalam AstaCita Presiden Prabowo Subianto visinya untuk mewujudkan
kedaulatan pangan dalam Asta Cita Kedua “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air,
Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru” penekanan diberikan pada
pemberdayaan desa sebagai garda terdepan ketahanan pangan dilihat dari point Ke enam
yaitu “Membangun dari desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan
Pemberantasan Kemiskinan” (TNI, 2024).

Berbagai kajian telah mengupas ketahanan pangan dengan pendekatan yang
beragam. Dalam dimensi local knowledge dan keberlanjutan pangan, Khomsan etal.
(2014) menyoroti bagaimana masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar menggunakan
ritual dan sistem agroekologi tradisional untuk mempertahankan varietas lokal serta
menerapkan rotasi tanaman non-monokultur (Khomsan et al.,, 2014). Ikmaludin et al.
(2018) memperkaya temuan ini dengan menegaskan tipologi sistem budidaya adat yang
mendukung ketersediaan pangan berkelanjutan (Ikmaludin et al.,, 2018). Sementara itu,
dalam ranah inklusivitas dan tata kelola, Perdanaputra & Prasodjo (2018)
membandingkan ketahanan pangan di kampung adat dan non-adat, menekankan
pentingnya lembaga leuit sebagai cadangan pangan kolektif (Perdanaputra & Prasodjo,

2018), dan Rosita & Prasetio (2019) menganalisis perilaku komunikasi masyarakat adat
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dalam menjaga identitas serta mengelola pasokan pangan (Rosita & Prasetio, 2019). Di
sisi lain, Dalil & Rahardjo (2019) mengangkat peran sesepuh adat dan media komunitas
dalam melestarikan tradisi pangan (Dalil & Rahardjo, 2019), sedangkan Nusanto
& Widiyanto (2021) membahas eksistensi adat, tanah ulayat, dan pariwisata di
Kasepuhan Ciptagelar sebagai instrumen pemberdayaan lokal (Nusanto & Widiyanto,
2021).

Meskipun literatur di atas kaya dengan kajian kebudayaan dan agronomi, belum
banyak penelitian yang mengintegrasikan perspektif pertahanan dan keamanan
khususnya bagaimana desa adat seperti Ciptagelar berfungsi sebagai soft power dalam
deterrence by development. Gap inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini, dengan
menyoroti praktik adat “Ciptagelar” di Desa Kasepuhan Ciptagelar sebagai basis
ketahanan pangan yang berkelanjutan sekaligus instrumen pertahanan non-tradisional.
Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)
bagaimana praktik adat “Ciptagelar” membangun ketahanan pangan yang
berkelanjutan?, (2) dalam kondisi seperti apa mekanisme adat tersebut berkontribusi
pada stabilitas keamanan pangan di daerah strategis?, dan (3) apa saja celah kebijakan
pertahanan-pertanian yang perlu diisi agar peran desa adat diakui sebagai instrumen
soft power pertahanan pangan? Tujuan penelitian selanjutnya dirumuskan untuk
menyusun kerangka program theory “Adat Ciptagelar — Ketahanan Pangan sebagai Soft
Power Pertahanan” sebagai basis realist review, mengidentifikasi konteks, mekanisme,
dan outcome dari praktik adat Ciptagelar, serta merumuskan rekomendasi kebijakan
yang mengintegrasikan peran desa adat dalam SOP lintas instansi (Kementan-
Kemendagri-Kemenhan).

Pertanyaan penelitian yang mengarahkan realist review ini meliputi: (1) konteks
spesifik geografis, kultural, institusional apa yang memungkinkan praktik adat Ciptagelar
efektif?, (2) mekanisme apa yang menerjemahkan nilai-nilai adat (ritual, komunitas leuit,
rotasi tanaman) ke dalam outcome ketahanan pangan?, dan (3) bagaimana kebijakan
pertahanan-pertanian saat ini mengakui atau mengabaikan peran adat sebagai
deterrence by development? Secara akademis, studi ini menjembatani gap antara kajian

ketahanan pangan berbasis local knowledge dan studi pertahanan nasional, secara
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praktis, temuan diharapkan menghasilkan roadmap pilot project dan SOP terpadu yang
mengakui desa adat sebagai instrumen soft power pertahanan pangan berkelanjutan
hingga 2030. Novelty penelitian terletak pada penggunaan metodologi realist review
untuk mengeksplorasi konteks-mekanisme-outcome praktik adat, sebuah pendekatan
yang belum pernah diterapkan sebelumnya dalam literatur pertahanan pangan

Indonesia.

Tinjauan Pustaka
Tinjauan Konsep dan Teori

a. Konsep Local Wisdom

Dalam kajian ilmu antropologi, local wisdom dikenal dengan local genius.
Haryati Soebadio (dalam Sartini, 2020) menjelaskan bahwa local genius
merupakan sebuah cultural identity, yaitu identitas atau kepribadian budaya
bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah
kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuannya sendiri. Terminologi lain
untuk local wisdom yang sering ditemukan dalam berbagai literatur akademis
adalah, pengetahuan asli (indigenous knowledge), pengetahuan lokal (local
knowledge), dan pengetahuan tradisional (traditional knowledge). Intinya,
kearifan lokal pada dasarnya merujuk pada pengetahuan tradisional dan unik
yang tumbuh di dalam masyarakat tertentu yang di dalamnya mengandung nilai-
nilai luhur yang bermanfaat untuk masyarakatnya (Grenier, 1998). Kearifan lokal
(local wisdom) merujuk pada pengetahuan dan praktik tradisional yang
berkembang di suatu komunitas sebagai hasil interaksi panjang antara manusia
dan lingkungan. Becker et al. (2012) menjelaskan bahwa Traditional Ecological
Knowledge terdiri dari tiga komponen utama: observasi lokal atas spesies dan
fenomena lingkungan; praktik pemanfaatan sumber daya; serta keyakinan dan
nilai-nilai budaya yang menautkan manusia dengan ekosistemnya (Becker et al.,
2012). Hariyanto (2017) menegaskan bahwa kearifan lokal mencakup

“knowledge-practice-belief’ yang terakumulasi secara holistik, diuji lewat trial-
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and-error, dan diwariskan secara lisan untuk menjamin keberlanjutan sistem
agrikultur (Hariyanto, 2017).
b. Food Security Theory

Ketahanan pangan didefinisikan oleh Food and Agricultural Organization
(FAO) sebagai “Ketahanan pangan terjadi ketika semua orang, setiap saat,
memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi
untuk memenuhi kebutuhan diet dan preferensi pangan mereka untuk kehidupan
yang aktif dan sehat” (Molotoks et al, 2021; Suharyanto, 2011). Teori ini
menekankan empat dimensi utama: ketersediaan (availability), akses (access),
pemanfaatan (utilization), dan stabilitas (stability) pasokan pangan. Maxwell &
Frankenberger (1992) kemudian memperluasnya dengan menambahkan aspek
kelembagaan dan kebijakan yang memengaruhi distribusi serta keterjangkauan
pangan, sebuah perspektif yang penting dalam analisis determinan ketahanan
pangan lokal (Maxwell & Frankenberger, 1992).
C. Sustainable Development Theory

Teori ini berakar pada Laporan Brundtland (1987) yang merumuskan
“pembangunan berkelanjutan” sebagai upaya memenuhi kebutuhan generasi kini
tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang (United Nations, 1987).
Pada 2015, 193 negara anggota PBB menyepakati 17 Sustainable Development
Goals (SDGs), termasuk Goal2 (Zero Hunger) dan Goal12 (Responsible
Consumption and Production) (Maryani, 2022). Santhyami & Yunita (2024)
menegaskan bahwa implementasi SDGs menuntut integrasi aspek ekologi,
ekonomi, dan sosial secara simultan untuk mencapai ketahanan pangan dan
kesejahteraan masyarakat (Santhyami & Yunita, 2024).
d. Social System Theory

Talcott Parsons (1951) dalam karyanya The Social System memperkenalkan
kerangka AGIL Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency untuk
menganalisis bagaimana sistem sosial menjaga stabilitas dan fungsi internalnya
(Parsons, 1951). Dalam konteks ketahanan pangan, teori ini membantu

memahami bagaimana norma adat (latency), struktur komunitas (integration),

Jurusan Administrasi Publik - Fakultas Ilmu Sosial Dan IImu Politik
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
23 Desember 2025



\
4

The 1st National Public Administration Student Summit (NPASS)
"Innovation for Public Administration and Public Financial Management”

dan pola produksi pangan (adaptation & goal attainment) saling terkait. Selain itu,

Berkes et al. (2003) menyoroti konsep social-ecological systems sebagai suatu

kesatuan sosial dan ekologi yang berinteraksi dinamis, di mana kearifan lokal

berperan sebagai “jembatan” antara praktik budaya dan mekanisme adaptasi

lingkungan (Berkes et al., 2003).

Selanjutnya, dalam kerangka deterrence by development, desa adat diposisikan
sebagai “soft power” pertahanan non-tradisional: pembangunan kapasitas pangan lokal
dikaji sebagai instrumen pencegah konflik sosial dan menjaga stabilitas nasional.
Metodologi realist review (Pawson et al,, 2005) yang mengurai konteks-mekanisme-
outcome (CMO) dipilih untuk memahami bagaimana interaksi nilai-nilai adat (ritual,
leuit, praktik agrikultur tradisional) menghasilkan outcome ketahanan pangan dan
kontribusinya terhadap deterrence by development dalam kerangka kebijakan
pertahanan-pertanian. Dengan merangkaikan teori ini, penelitian akan mampu menggali
bagaimana kearifan lokal Ciptagelar (Local Wisdom Concept) menerjemahkan prinsip
ketahanan pangan FAO (Food Security Theory) dalam bingkai pembangunan
berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Theory), sambil memahami struktur dan

dinamika sosial yang menopang keberhasilannya (Social System Theory).

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian menyoroti aspek local knowledge dan keberlanjutan pangan.
(Khomsan et al, 2014) menguraikan sistem agroekologi tradisional Kasepuhan
Ciptagelar yang mempertahankan varietas lokal serta praktik rotasi bukan monokultur.
(Ikmaludin et al., 2018) mengembangkan tipologi sistem budidaya adat yang menyokong
ketersediaan pangan jangka panjang. Di Mekarjaya, (Heryanto et al., 2018) menemukan
bahwa kombinasi sawah, kebun, dan pekarangan menciptakan alokasi lahan optimal
untuk diversifikasi pangan lokal. (Maryani, 2022) menegaskan bahwa adaptasi varietas
lokal (singkong) pada desa Cireundeu meningkatkan resiliensi pangan di wilayah kering.

Pada dimensi kebijakan dan tata kelola, (Suryana, 2014) menelaah dinamika
penawaran-permintaan pangan nasional dan merekomendasikan penyesuaian arah

kebijakan berkelanjutan. (Rozaki, 2019) menekankan peran ekonomi hijau dalam
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mempertahankan swasembada beras melalui peningkatan produktivitas ramah
lingkungan. (Nugroho, 2023) memaparkan strategi penguatan ekonomi hijau guna
mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk kebijakan subsidi pupuk dan zonasi
lahan pertanian. (Basundoro & Sulaeman, 2020) dan (Nurleni, 2021) meneliti program
food estate selama pandemi COVID-19 sebagai upaya ketahanan nasional; keduanya
menekankan bahwa implementasi top-down dan kurangnya partisipasi masyarakat adat
mengurangi efektivitas program. (Ayu Mutia et al, 2022) menyoroti aspek yuridis
pengembangan food estate di kawasan hutan dan implikasinya terhadap kelestarian
ekosistem.

Meskipun kaya akan kajian kebudayaan, agronomi, dan kebijakan pangan, literatur
saat ini minim integrasi perspektif pertahanan dan keamanan, khususnya konsep
deterrence by development melalui penguatan ketahanan pangan lokal. Gap inilah yang
diisi penelitian ini: mengurai CMO praktik adat Ciptagelar sebagai soft power pertahanan
pangan yang berkelanjutan, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan lintas
sektoral (Kementan-Kemendagri-Kemenhan) untuk mengakui peran desa adat dalam

kerangka ketahanan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi Realist Review sebagaimana dirumuskan (Pawson et al,,
2005) untuk menelaah bagaimana praktik adat Ciptagelar membangun ketahanan
pangan sebagai instrumen soft power pertahanan. Kajian ini memetakan interaksi
konteks-mekanisme-outcome (CMO) melalui empat tahapan RAMESES, Pertama,
penyusunan program theory awal dimulai dengan pertanyaan “Bagaimana praktik adat
Ciptagelar dalam menciptakan ketahanan pangan yang mendukung deterrence by
development.” Kedua, strategi pencarian literatur meliputi penetapan kata kunci (“Desa
Tradisional” “Pembangunan Berkelanjutan”, “Ketahanan Pangan” dan sinonim terkait)
hingga penelusuran di database akademik (Scopus, Google Scholar), Lalu Undang-Undang
No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Perpres No. 81 Tahun 2024 tentang Ketahanan

Pangan, Astacita Presiden Prabowo Subianto, serta literature Ilmiah yang relevan.
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Ketiga, seleksi dan ekstraksi data mengikuti kriteria inklusi studi dan dokumen
yang memuat bukti empiris praktik adat atau kebijakan pertahanan-pertanian dan
eksklusi studi yang hanya membahas modernisasi tanpa kearifan lokal ataupun aspek
pertahanan. Proses screening dilakukan melalui judul dan abstrak, dilanjut full-text
review, lalu setiap temuan dikode ke dalam konfigurasi CMO awal. Keempat, analisis CMO
dan iterasi program theory dilakukan dengan thematic coding untuk mengelompokkan
temuan dalam tabel CMO:

a. Context: karakteristik Desa Ciptagelar (geografi, struktur sosial, peran

sesepuh).

b. Mechanism: ritual panen, sistem leuit sebagai cadangan pangan, kolaborasi

Aktor Terkait.

C. Outcome: konservasi varietas lokal, praktik rotasi tanaman, penguatan

kapasitas pangan sebagai deterrence by development.

Seluruh proses didukung perangkat lunak manajemen referensi (Covidence dan
Mendeley) untuk menjamin transparansi dan replikasi. Hasil akhir berupa program
theory terperinci yang menunjukkan kondisi keberhasilan praktik adat Ciptagelar,
sekaligus rekomendasi operasional (SOP terpadu Kementan-Kemendagri-Kemenhan)
untuk menginstitusionalisasikan nilai-nilai tradisional dalam kerangka ketahanan

pangan nasional dan pertahanan keamanan.

Hasil Penelitian
Proses Screening Literatur

Picture 1. Traditional Villages Sustainable Development food security Literature Review

identiied by Convidence
(n=2)

[ Identification ]

)

Studies Irrelevant
(n=25)

Sereening

tion)
on 2 (n = 3 Wrong study design)

[ Included ] [

Source: Diolah Oleh Penulis Menggunakan Convidence, (2025).
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Dari 58 dokumen awal yang diimpor ke Covidence, sebanyak 25 dokumen (43 %)
dieliminasi pada tahap Title & Abstract Screening karena tidak relevan dengan fokus
ketahanan pangan tradisional dan pertahanan. Selanjutnya, 9 dokumen (16 %)
dikeluarkan pada tahap Full-Text Review karena hanya membahas modernisasi tanpa
menyinggung kearifan lokal atau aspek mekanisme pertahanan non-tradisional.
Akhirnya, 24 dokumen (41 %) terpilih untuk ekstraksi data dan analisis CMO.
Distribusi Tema Utama

Sebanyak 24 dokumen terpilih dalam tahap ekstraksi mengungkap beragam fokus
penelitian seputar ketahanan pangan tradisional. Untuk memetakan kontribusi masing-
masing studi, hasil ekstraksi kemudian dikategorikan ke dalam enam kelompok tema
utama, yang mencerminkan peran gizi, keberlanjutan, kearifan lokal, dan inovasi
agroekologi dalam membentuk ketahanan pangan komunitas. Pemecahan tema ini akan
memperjelas area konsentrasi literatur serta menyorot celah penelitian yang ada.

Table 1. Distribusi Tema Dokumen

No. Tema Utama Jumlah Dokumen | Presentase

1 Manfaat gizi pada sistem pangan tradisional 8 33,3%

2 Kontribusi umum terhadap keberlanjutan sistem 8 33,3%
pangan

3 Pengetahuan lokal/tradisional untuk sistem pangan 2 8,3%
berkelanjutan

4 Kearifan lokal dalam mitigasi perubahan iklim 1 4,2 %

5 Integrasi agroekologi (mis. sistem padi-ikan) 1 4,2 %

6 Lain-lain (metodologi realist review, kebijakan pangan 4 16,7 %
makro)

Source: Diolah oleh Penulis, (2025)

Konteks, Mekanisme, dan Outcome

Sebanyak 70 % studi dilaksanakan di komunitas terpencil mulai dari pegunungan
Himalaya hingga Desa Kasepuhan Ciptagelar dan wilayah kering rawan bencana di
Indonesia yang ditandai oleh keterpencilan geografis, tekanan lingkungan ekstrem
(kekeringan atau iklim tropis ekstrim), serta akses sumber daya yang terbatas. Dalam
struktur sosial tersebut, nilai-nilai tradisional mendominasi, di mana kolektivisme dan

peran sentral sesepuh adat mengarahkan setiap tahap produksi dan distribusi pangan.
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Ketergantungan pada varietas lokal dan keberadaan sistem cadangan pangan komunal
(leuit) menjadi ciri khas adaptasi komunitas terhadap volatilitas pasokan.

Empat mekanisme inti yang muncul dari praktik adat memperlihatkan sinergi
antara budaya dan ekologi. Pertama, ritualitas panen termasuk penetapan waktu tanam
berdasarkan fase lunar mengharmonikan aktivitas pertanian dengan siklus alam. Kedua,
cadangan kolektif melalui leuit berfungsi sebagai buffer pangan bersama, menjaga
ketersediaan pasokan saat musim paceklik. Ketiga, diversifikasi dan rotasi tanaman non-
monokultur mempertahankan keanekaragaman genetika dan mencegah kerentanan
sistem pertanian terhadap hama atau kegagalan panen. Keempat, integrasi agroekologi
misalnya sistem padi-ikan mengoptimalkan penggunaan lahan dan air, sekaligus
meningkatkan produktivitas ganda.

Hasil empiris dari 24 dokumen menunjukkan outcome yang kuat yaitu,
peningkatan resiliensi pangan komunitas terhadap kekeringan dan fluktuasi pasokan
lokal, konservasi minimal 15 varietas lokal berkalori dan bergizi tinggi, penurunan
ketergantungan impor pangan hingga 20 % di wilayah studi, serta penguatan stabilitas
sosial, ditandai oleh meningkatnya kohesi komunitas dan menurunnya konflik lokal
terkait distribusi pangan. Ketiga komponen CMO ini secara bersama-sama menciptakan
fondasi ketahanan pangan berkelanjutan sekaligus membuka ruang bagi desa adat untuk
berperan sebagai instrumen soft power pertahanan nasional.

Saatini, kerangka kebijakan nasional di bidang pangan sudah mencakup dorongan
pemanfaatan sumber daya lokal dan kearifan tradisional, namun belum secara eksplisit
mengakui peran desa adat sebagai instrumen deterrence by development. Dalam UU No
18/2012 tentang Pangan, konsep kemandirian pangan menekankan pemanfaatan
“sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat” ,
dan penganekaragaman konsumsi diarahkan agar sesuai dengan potensi dan kearifan
lokal. Meski demikian, Undang-Undang ini tidak menyebut lembaga adat atau mekanisme
adat secara spesifik semua pelibatan masyarakat didefinisikan secara umum sebagai
“peran serta masyarakat” tanpa pengakuan struktur pemerintahan adat.

Perpres No 81/2024 mempercepat diversifikasi pangan berbasis potensi lokal dan

secara eksplisit mengamanatkan memperhatikan kearifan lokal dalam setiap rencana
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aksi. Rencana aksi juga menargetkan pengembangan 100 desa per tahun untuk
penyediaan Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), serta pemberdayaan
lahan pekarangan di wilayah pedesaan. Namun, implementasinya dikelola oleh
kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah desa formal, tanpa memasukkan
mekanisme adat seperti ritual panen atau komunitas leuit ke dalam SOP lintas institusi.
Di sisi lain, Asta Cita Presiden memuat visi kedua: “Memantapkan sistem Pertahanan
keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,
energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” sebagai bagian dari strategi
pertahanan non-tradisional. Pernyataan ini secara politis menegaskan hubungan pangan
dan pertahanan, tetapi belum terwujud dalam regulasi pelaksana yang mengintegrasikan

struktur adat sebagai soft power.

Picture 2. Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden

ASTA CITA

PRESTDEN_DANGNAKIL PRESIDEN

Memperkokoh ideologi Pancasila,
demokrasi, dan hak asasi manusia
(HAM):

Memantapkan sistem pertahanan
Keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui
swasembada pangan, energ, air,
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan

" Membangun dari desa dan dari
bawah untuk pemerataan ekonomi
dan pemberantasan kemiskinan

Memperkuat reformasi politik,
hukum, dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi dan
narkoba;

ekonomi biru;
Memperkuat penyelarasan
Meningkatkan lapangan kerja yang kehidupan yang harmonis dengan
berkualitas, mendorong lingkungan, alam, dan budaya,
kewirausahaan, mengembangkan serta peningkatan toleransi
industri kreatif, dan melanjutkan antarumat beragama untuk
pengembangan infrastruktur; mencapai masyarakat yang
adil dan Makmur.
Memperkuat pembangunan Sumber
Daya Manusia (SOM), sains, teknologi
pendidikan, kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda,
dan penyandang disabilitas;

Melanjutkan hilirisasi dan
industrialisasi untdk meningkatkan
nilai tambah di delam negeri;

Source: Website TNI “Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden” (TNI, 2024).

Dengan demikian, terdapat kesenjangan kebijakan: meski ada pengakuan umum
terhadap kearifan lokal, desa adat sebagai unit sosial budaya yang selama ini melakukan
ritual, manajemen cadangan pangan, dan diversifikasi tanaman belum diakui secara
formal dalam instrumen pertahanan-pertanian. Hal ini membuka peluang untuk

merekomendasikan penambahan klausul dalam SOP lintas Kementan-Kemendagri-
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Kemenhan yang secara eksplisit mengintegrasikan lembaga adat (sesepuh, leuit, ritual)

sebagai aktor kunci dalam program kesiapsiagaan pangan dan stabilitas keamanan lokal.

Pembahasan
Praktik Adat “Ciptagelar” sebagai Fondasi Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa kearifan lokal bukan hanya
warisan budaya, melainkan kerangka fungsional yang langsung menjamin ketersediaan,
akses, dan stabilitas pangan. Pertama, ritual dan penetapan waktu tanam yang
didasarkan pada pengamatan astronomi (upacara Ngaseup, Mipit, Naganyaran, Seren
Taun) memadukan prinsip adaptation dalam AGIL Parsons dengan traditional ecological
knowledge, sehingga pola tanam selalu selaras dengan siklus iklim dan meminimalkan
risiko gagal panen. Kedua, leuit dan sistem Rurukan (lumbung komunal)
mengimplementasikan dimensi availability dan access FAO setiap keluarga wajib
menyiapkan cadangan pangan, sementara surplus panen dapat dipinjamkan saat
kekurangan sehingga selama lebih dari 40 tahun Ciptagelar tak pernah mengalami defisit
dan bahkan mampu menyiapkan pasokan hingga lima tahun ke depan. Ketiga,
diversifikasi dan rotasi tanaman non-monokultur mengokohkan konservasi varietas lokal
(43 varietas inti dan 168 hasil silang), memperkuat utilization dan stability, serta
mengurangi ketergantungan pada benih unggul pemerintah yang kurang adaptif di lahan
ketinggian. Keempat, integrasi agroekologi seperti sistem padi-ikan dan pekarangan
rumah tangga menunjukkan sinergi ekosistem social-ecological, di mana produksi pangan
diperluas ke hortikultura dan peternakan kecil, sekaligus memelihara kualitas
lingkungan.

Secara holistik, kombinasi mekanisme ini mencerminkan teori local wisdom
(Grenier, 1998) dan sustainable development SDG point 2 dan 12, yang menegakkan
prinsip “membangun dari desa” dalam Asta Cita Presiden, serta mengukuhkan desa adat
Ciptagelar sebagai laboratorium hidup ketahanan pangan berkelanjutan. praktik adat
tersebut tidak hanya menjaga stock pangan, tetapi juga membentuk norma sosial dan

institusi lokal sesepuh adat, lembaga adat, dan aturan ritual yang terinternalisasi dalam
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setiap warga, sehingga ketahanan pangan menjadi bagian dari tatanan budaya dan sosial,
bukan sekadar teknologi atau kebijakan top-down.

Kondisi Penopang Mekanisme Adat dalam Menjamin Stabilitas Keamanan Pangan
di Daerah Strategis

Dalam kondisi ketidakpastian lingkungan dan kerentanan pasokan seperti
kekeringan berkepanjangan, fluktuasi iklim, atau gangguan rantai distribusi mekanisme
adat Ciptagelar secara konsisten berkontribusi pada stabilitas keamanan pangan.
Pertama, penetapan waktu tanam dan panen melalui ritual berbasis pengamatan alam
(Ngaseup, Mipit, Naganyaran, Seren Taun) memastikan aktivitas pertanian selaras
dengan siklus iklim lokal. Dalam situasi anomali cuaca, siklus ritual ini meminimalkan
risiko gagal panen dengan memilih periode tanam paling menguntungkan. Kedua, leuit
sebagai lumbung komunal memainkan peran kunci saat pasokan tertekan. Ketika
kelompok lain mengalami kekurangan, Cadangan Pangan Masyarakat di Ciptagelar yang
dibangun atas dasar kewajiban menanam padi oleh setiap keluarga menyediakan buffer
pangan yang mampu menahan gangguan hingga lima tahun ke depan. Model ini terbukti
efektif menghadapi krisis, termasuk pandemi Covid-19, sehingga komunitas tetap
memiliki stok beras yang memadai.

Ketiga, diversifikasi dan rotasi tanaman non-monokultur meningkatkan resiliensi
ekosistem. Di lahan privat dan Rurukan bersama, kombinasi padi, palawija, hortikultura,
dan integrasi sistem padi-ikan memperkaya strategi adaptasi lingkungan. Ketika salah
satu komoditas gagal, produksi komplementer lain menutupi kebutuhan, menjaga
stabilitas pasokan pangan lokal. Keempat, struktur sosial adat kolektivisme dan otoritas
sesepuh menguatkan ketahanan komunal. Dalam kondisi gangguan keamanan pangan,
sesepuh memfasilitasi redistribusi stok melalui forum adat, mengurangi potensi konflik
lokal atas perebutan sumber daya. Pendekatan inklusif ini selaras dengan prinsip
inclusive development, yang menempatkan distribusi manfaat pangan sebagai instrumen
pencegah ketidakstabilan sosial.

Secara keseluruhan, mekanisme adat Ciptagelar terbukti paling efektif ketika, (1)
Tekanan lingkungan tinggi (kering, banjir, iklim ekstrim), (2) Gangguan eksternal (krisis

pasar, pandemi), (3) Kebutuhan kolektif (daerah strategis perbatasan atau wilayah rawan
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konflik), dan (4) Kohesi sosial terjaga melalui lembaga adat yang adaptif. Dalam kondisi
tersebut, mekanisme adat bukan hanya menjaga ketersediaan pangan, melainkan juga
memelihara stabilitas keamanan pangan sebagai fondasi bagi deterrence by
development.

Celah Kebijakan Pertahanan-Pertanian untuk Pengakuan Desa Adat sebagai Soft
Power Pertahanan Pangan

Analisis dokumen kebijakan menunjukkan bahwa meski kerangka regulasi pangan
di Indonesia telah menekankan kemandirian dan keberlanjutan berbasis potensi lokal,
struktur adat seperti lembaga sesepuh, ritual panen, dan sistem leuit belum diakui sebagai
aktor formal dalam kebijakan pertahanan-pertanian. Pertama, UU No 18/2012
menegaskan bahwa kemandirian pangan memanfaatkan “potensi sumber daya alam,
manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat” (Undang-Undang RI,
2012). Namun, pasal ini hanya menyebut “kearifan lokal” secara umum tanpa
mendefinisikan atau mengatur lembaga adat sebagai stakeholder yang berwenang.
Demikian pula, Peran Serta Masyarakat (Pasal 130) memberikan ruang bagi “masyarakat”
tetapi tidak memetakan mekanisme keterlibatan struktur adat.

Kedua, Perpres No 81/2024 mempercepat penganekaragaman pangan berbasis
potensi lokal dan mendefinisikan “Pangan Lokal” serta “Penganekaragaman Pangan”
(Perpres RI, 2024). Rencana aksi mencakup pelibatan pemerintah pusat, daerah, dan
lembaga riset, tetapi mengabaikan lembaga adat padahal sistem leuit dan ritual panen
adalah sarana utama penyimpanan serta penstabil pasokan pangan di Ciptagelar. Tidak
ada klausul yang mewajibkan koordinasi lintas instansi dengan struktur adat setempat.
Ketiga, meski Asta Cita Presiden memosisikan swasembada pangan sebagai aspek
pertahanan non-tradisional, belum ada instrumen pelaksana (misalnya Peraturan
Menteri atau SOP gabungan Kementan-Kemendagri-Kemenhan) yang secara eksplisit
mengintegrasikan desa adat sebagai soft power. Ketiadaan sinkronisasi antara visi tingkat
tertinggi dan regulasi teknis menyebabkan praktik adat tetap berada di luar ruang
legitimasi formal kebijakan pertahanan pangan.

Dengan begitu hal yang dapat disarankan untuk Rekomendasi Pengisian Celah

Kebijakan yaitu, (1) Pengakuan Formal Lembaga Adat: Tambahkan definisi “struktur
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adat” dalam Pasal 1 UU 18/2012 dan jelaskan mekanisme peran sertanya di Pasal 130.
(2) SOP Integrasi Adat dalam SOP Pertahanan-Pertanian: Rumuskan Peraturan Bersama
Kementan-Kemendagri-Kemenhan yang mewajibkan pelibatan sesepuh dan lembaga
leuit dalam pengelolaan cadangan pangan strategis. (3) Penguatan Rujukan Adat di
Rencana Aksi Perpres 81/2024: Sisipkan indikator kinerja khusus pelibatan lembaga
adat misalnya jumlah desa adat yang menjadi pilot penganekaragaman pangan berbasis
ritual. (4) Koordinasi dengan UU Desa (No 6/2014): Manfaatkan kewenangan desa formal
untuk menjembatani lembaga adat dan pemerintah, menjadikan desa adat sebagai unit

implementasi program pertahanan pangan.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik adat Kasepuhan Ciptagelar melalui
ritual panen yang selaras dengan siklus alam, sistem leuit sebagai cadangan pangan
komunal, diversifikasi tanaman non-monokultur, dan integrasi agroekologi menciptakan
fondasi ketahanan pangan yang kokoh sekaligus berfungsi sebagai instrumen soft power
pertahanan non-tradisional. Empirisnya, kombinasi mekanisme tersebut telah
membuktikan kemampuannya meningkatkan resiliensi komunitas terhadap gangguan
lingkungan maupun Kkrisis eksternal, menjaga konsistensi pasokan pangan selama
bertahun-tahun, dan memperkuat kohesi sosial sebagai pencegah potensi konflik
wilayah. Secara akademis, studi ini mengisi celah antara kajian ketahanan pangan
berbasis local wisdom dan studi pertahanan nasional dengan menerapkan kerangka
Realist Review untuk mengurai konfigurasi konteks-mekanisme-outcome. Pendekatan
ini tidak hanya memperkaya literatur teori ketahanan pangan dan pembangunan
berkelanjutan, tetapi juga membuka perspektif baru bagi disiplin keamanan nasional
mengenai peran komunitas adat sebagai ujung tombak deterrence by development. Dari
sisi kebijakan, hasil temuan mendorong perlunya pengakuan formal terhadap struktur
adat dalam regulasi pangan dan pertahanan, antara lain melalui revisi Pasal 1 dan Pasal
130 UU No18/2012, penyusunan Peraturan Bersama Kementan-Kemendagri-
Kemenhan yang mewajibkan pelibatan sesepuh dan lembaga leuit dalam manajemen

cadangan pangan strategis, serta penambahan indikator kinerja pelibatan desa adat
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dalam Rencana Aksi Perpres No 81/2024. Dengan langkah-langkah tersebut, desa adat
Ciptagelar dan komunitas sejenis dapat diinstitusionalisasikan sebagai laboratorium
hidup ketahanan pangan berkelanjutan sekaligus garda terdepan pertahanan non-

tradisional hingga tahun 2030.
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